
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaiinana kita ketahui mulai bulan Juni 2005, Kepala Daerah dan 

wakil Kepala Daerah, baik Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, 

maupun VValikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Peristiwa ini menandai babakan baru dalam sejarah politik daerah di 

Indonesia. Pemilihan secara langsung oleh rakyat 33 Gubernur, 348 Bupati, 

dan 91 Walikota di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di seluruh 

Indonesia.

Jabatan Bupati atau Kepala Daerah, sebagaimana diketahui 

merupakan jc\bataan publik yang tidak semua orang memiliki kemanpuan 

dan kesempatan untuk menyandangnya. Bupati sebagai lembaga eksekutif 

dapat menentukan masa depan dan arah roda pemerintahan dan dapat 

dikatakan, bahwa jatuh bangumtya suatu daerah sangat tergantung pada 

kepemimpinan Kepala Daerah tersebut. Oleh karena berat tugas atau amanat 

yang diembannya, maka ditentukannlah syarat-syarat yang sangat ketat yang 

harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati

atau pemimpin lainnya.



Pemilihan Kepala Daerah dan VVakil Kepala Daerah (PILKADA) 

secara langsung diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, sedangkan petunjuk teknisnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan 

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit 

ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam cara pemilihan dan 

asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan PILKADA. Dalam pasal 

56 ayat 1 disebutkan :

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan caloti 

yang dilaksanakan secara demokratis herdasarkan asas langsung, iitnutn, 

bebas, rahasia, jujur dan adil".

Negara kesatuan lazimnya menggunakan sistern PILKADA tidak 

langsung, yaitu sistern penunjukan atau pengangkatan oleh pejabat pusat 

maupun sistern pemilihan perwakilan oleh DPRD. Oleh sebab itu, sistern 

PILKADA langsung berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tersebut merupakan 

praktik pohtik yang bersifat "meta-konstitusional". Artinya PILKADA 

langsung merupakan terobosan dibidang politik hukum yang melampaui 

kebiasaan para pembuat undang-undang sebagaimana terdapat dalam pasal- 

pasal UUD 1945 yang dijadikan rujukan atau konsiderannya. Terobosan 

politik hukum tersebut adalah "ketidak laziman1' yang menimbulkan 

kontroversi dan perdebatan ditingkat irnplementasi dan pelaksanaannya.



PILKADA merupakan sebuah proses untuk memilih seorang pemimpin. 

Dalam Islam, masalah kepemimpinan masuk dalam ruang lingkup Siyasah dusturiyah 

dengan pembahasan meliputi hal imamah, hak dan kewajibannya, persoaian rakyai 

dan statusnya, persoaian waliyul halli wal aqdi dan persoaian kcrakyatan. (A. 

Dzajuli, 2003:45).

Memilih seorang pemimpin harus senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang 

sangat demokratis. Untuk itu, langkah-langkah menuju demokratisasi selalu 

diupayakan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang didambakan oleh 

masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dilaksanakannya pcmilihan seorang

pemimpin sccara langsung mulai dari pcmilihan Prcsidcn, Kcpala Dacrah sampai 

kepala desa.

Pcndapat mayoritas ulama mcngenai pcrsyaratan mcnjadi pemimpin mcnitik

beratkan pada terpenuhinya kesehatan jasmani dan rohani; walaupun ada beberapa 

ahli yang hanya memfokuskan pada kapabilitas, eksptabilitas dan akuntabilitasnya 

saja, selama hal tersebut tidak diragukan lagi oleh masyarakat umum. Dengan aiasan, 

bahwa syarat yang mcnitikbcratkan pada jasmani bukanlah syarat utama untuk

menjadi pemimpin. Para ahli yang berpendapat demikian diantaranya Ibnu Hazm. 

Menurutnya, bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah keturunan 

Quraisy, baligh, laki-laki, muslim (Muhammad Yusuf Musa, 1990:60). Sementara 

pcndapat mayoritas para ahli scpcrti diantaranya Imam Mavvardi dan Ibnu K.huldun 

yang pada umumnya mereka berpendapat, bahwa sehatnya jasmani adalah syarat 

mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin dalam siyasah syar'iyah.



4

Terkait hal ini, sesuai dcngan pasal 58, UU No 32, telah menentukan bcrbagai 

persyaratan yang harus dipenuhi oieh para calon Kepala Daerah yang terdiri dari 16 

syarat.

Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu partai kontestan 

PILKADA, mempunyai persyaratan khusus dan tambahan di luar syarat umum yang 

terdapat dalam Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, 

Kota yang dikeluarkan oleh PKS dalam Bab III pasal 1,2 dan 3 sebagai berikut: 

Dalam bab III, pasal 1 yang termasuk persyaratan umum meliputi:

1. Diusulkan oleh partai politik yang memperoleh 15% dari jumlah DPRD atau 15% 
dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu (pasal 59 ayat 1 dan 2, UU no 
32).

2. Menyerahkan surat pencalonan, kesepakatan tertulis antar parpol pendukung, 
dll(pasal 59 ayat 5 UU no 32).

3. Memenuhi beberapa persyaratan (pasal 58, UU no 32) diantaranya:
a. Bertaqwa kepada tuhan YME
b. Setia kepada Pancasila dan dasar negara
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat alas dan atau 

sederat
d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
e. Sehat jasmani dan rohani
f. Tidak pemah dijatuhi pidana penjara
g. Tidak sedang dieabut hak pilihnya
h. Mengenal daerahnya
i. Menyerahkan daftar kekayaan
j. Tidak sedang memiliki utang
k. Tidak sedang pailit
l. Tidak melakukan perbuatan tercela
m. Memiliki NPWP
n. Menyerahkan daptar riwayat hidup
o. Belum pemah menjabat sebagai Kepala Daerah selama dua kali dalam jabatan 

yang sama
p. Tidak sebagai pejabat Kepala Daerah
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Dalam pasal 2 yang termasuk persyaratan khusus meliputi:

1. Memiliki akhlak mulia dalam hubungannya dengan hablumminallah dan 
hablumminannas

2. Tidak sedang terkena sanksi kepartaian, selama 3 tahun terakhir
3. Pengalaman organisasi/kerja : memiliki criteria minimal salah satu dari hal ini

a. Pernah menjabat sebagai pimpinan partai ditingkat minimal DPD
b. Pernah menjabat sebagai pimpinan diorganisasi pelajar/mahasiswa/ 

LSM/ormas
c. Pemah memiliki pengalaman kerja/jabatan karir yang relevan dengan jabatan 

kepemimpinan daerah, misalnya kerja dibirokrasi dan legislatif
4. Memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat
5. Dikenal dan aktif dalam berbagai kegiatan kedaerahan dan masyarakat
6. Kesehatan: kondisi baik yang memungkinkannya bekerja secara optimal 

(dibuktikan dengan general check up)
7. Dukungan rumah tangga : rukun dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas 

secara optimal dan memiliki qowam di rumah tangganya
8. Citra diri dilingkungan masyarakat, dikenal baik dan diakui figur kepemimpinan
9. Dukungan masa : memiliki basis dukungan yang memadai dan rekomendasi dari 

berbagai elemen masyarakat untuk memenangkan PILKADA
10. Dukungan dana : memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk kampanye 

selama PILKADA berlangsung
11. Dukungan politik : memiliki dukungan salah satu parpol, dan atau memiliki basis 

masa yang memungkinkannya untuk memenangkan PILKADA.
12. Memiliki kemampuan leadership
13. Disetujui oleh Tim Optimalisi Musyarokah (TOM) PKS

Sedangkan dalam pasal 3 yang termasuk persyaratan tambahan meliputi:

1. Calon eksternal adalah bukan kader dan bersedia menandatangani kontrak politik
2. Calon internal adalah kader

Pasal 1 di atas merupakan persyaratan umum yang dipakai oleh semua partai, 

adapun persyaratan tambahan di luar persyaratan umum, lerdapat dalam pasal 2, 3, 

sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah 

Provinsi, Kabupaten, Kota yang dikeluarkan oleh PKS.

Adapun PBB dan GOLKAR sebagai partai Islam lain dan partai non Islam 

mempunyai persyaratan tambahan, sebagaimana dalam surat keputusan dewan
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pimpinan pusat Partai Bulan Bintang NO : K.PP/490/2006, tentang Kode Etik 

Fungsionaris Dan Pejabat Publik Partai Bulan Bintang, dalam Bab III tentang 

Kepribadian, dan Integritas Kepartaian Pejabat Publik yang terdiri dari 3 pasal 

meliputi tentang kepribadian pejabat publik, integritas kepartaian pejabat publik dan 

hubungan dengan umat.

Keseluruhan persyaratan bagi bakal calon Kepala Daerah yang dikeluarkan 

oleh PBB tidak secara khusus diperuntukan bagi Kepala Daerah tapi bagi pejabat 

publik yang salah satunya Kepala Daerah.

Begitupun GOLKAR sebagai partai non Islam mempunyai persyaratan 

tambahan sebagaimana tercantum dalam buku PETUNJUK PELAKSANAAN DPP 

PARTAI GOLKAR nomor : JUKLAK- 5/DPP/GOLKAR/IX/2005 tentang perubahan 

JUKLAK-01 /DPP/11/2005 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

DARI PARTAI GOLONGAN KARYA.

Pprct/qrQtan Hiiieue horn lrqHpr nartai A I? atcm r^r»rcp»rvranaort untnVX VI JJ UIUIWU 1V11UJWO UUUV1 JJW1 IU1 v_j w A_/A Vi 11 V UtMW pvi UlUMU

menjadi Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dari partai GOLKAR 

meliputi:

a. Mengakar, dalam artian memiliki integritas yang baik, tokoh yang populer dan 
menjadi panutan

b. Berkemampuan, dalam artian berpendidikan berpengalaman luas memiliki
r\ t r>« »-s1 1 rs 1 At ir, 1 « + r, r> 1 -~t istvi I .•> i n 1 rt«ptvoiaoi vavw/vuiin.cioi viioipim lujamuo vacm tcmpa vvia uan launcun

c. Menyampaikan kelengkapan administrasi seperti surat kesediaan, surat pernyataan 
tidak akan mengundurkan diri sebagai calon dan lain-lain.

Setiap partai baik Golkar, PBB, maupun PKS mempunyai alasan tersendiri 

sehingga menambahkan persyaratan di luar pasal 58, UU No. 32. Landasan yang



menjacn aiasan amara riv^, roc dan GOLKAR adaia'n berbeda-beda, ada banyak 

aiasan yang dijadikan iandasan partai-partai tersebur menambankan persyaratan 

tambahan. Ada yang berdasarkan ianaasan yuridis, riiosopis, sosioiogis, poiitis, 

ekonomis, bahkan yang tidak kaiah penting adalah berdasarkan iandasan syar'i.

Panai Kcadiian Sejahtera adaiah salan satu panai isiam dimana partai ini 

selaiu melandaskan setiap kebijakannya berdasarkan syariat Islam di samping 

pertimbangan politik. Sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Pemilihan 

Langsung Kepaia Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang dikeluarkan oleh PKS bab 

III pasai 1,2 dan 3, tcntang syarat-syarat caion Kepaia Dacrahpun, PKS mempunyai 

syarat khusus dan tambahan di iuar syarat-syarat pasai 58 UU No. 32. Penamba’nan 

persyaratan tersebut tentunya mempunyai iandasan yang sangat argumentatif, baik 

dari iandasan yuridisnya, sosioiogisnya, syar'inya dan iain-lain. Hal ini menarik 

pernatian penuiis untuk ditciiti dan diarahkan dengan judui: “PERSYARATAN 

KHUSUS DAN TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH 

MENURUT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA”

B. Perumusan Masaiah

1. Apa yang menjadi iandasan yuridis, sosioiogis dan syar'i Partai Keadiian 

Sejahtera (PKS) mencanlumkan persyaratan khusus dan tambahan bagi bakal 

caion Kepaia Daerah?

2. Bagaimana keabsahan bakal caion Kepaia Daerah menurut Partai Keadiian 

Sejahtera (PKS) biia tidak terpenuhi persyaratan khusus dan tambahan?
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J. tiagaimanakan retevanst persyaratan knusus oan tamDanan oagt DaKai caion 

Repaia uaeran menurut i-'artai Keadiian Sejahtera (PKS) dengan Siyasah 

dm tuny ah/

(J. i ujuan Peneiitian

Adapun yang nienjadi lujuan dan peneiitian mi adaiah:

1. Untuk mengetahui iandasan yuridis, sosiologis dan syar'i Partai Keadiian 

bejantera mencantumkan persyaratan khusus dan tambahan daiam pencaionan 

Kepaia Daerah.

2. Untuk mengetahui keabsahan caion Kepaia Daerah menuiut PKS biia tidak 

lerpenuhi persyaratan khusus uan tambahan

J. untuk mengeiunui retevansi pencantumah persyaratan knusus' dan tambahan 

bagt bakai caion Kepaia Daerah dengan Siyasah dustuvryah

I). Kegunaau Fcuchiiau

Sedarigkan kegunaan dan penehtian tru adaiair

1. Secaia ieoniis, peneliuan ini bisa digunakan sebagat surnbangan pemikiran 

dan panduan tcntang Iandasan sosioiogis, dan Syar i tcntang persyaratan

Y a____ i„ rv.,.,___e __ _______nVo ,j_____________________i.„ ,.„i_____v_________i.. ___u u.i.,ivCpaia i^aciau mciiuiui i i\j uan iwsauoaiiau uuuii ixujjaia n^auian una nuarv

terpenuhi persyaratan khusus dan tambahan

2. Secara akadernis, peneiitian ini bisa digunakan sebagai bail an acuan peneiitian 

ianjutan apaona cnkcrnudian han icroapat tcon-tcon dan taxia oaru yang teOiu

reievan oengan situast potittK ui Indonesia



9

E. Kerangka Pemikiran

Islam bukan hanya agama spiritual yang hanya mengurusi masalah-masalah 

akidah saja, melainkan juga agama yang bisa memberikan inspirasi pemeluknya 

untuk menyusun konsep tentang kenegaraan, pedoman berprilaku secara luhur, 

sebagai titian mengarungi kehidupan dan sebagai undang-undang dalam 

bermasyarakat. (Wahbah Az-Zuhaili, 1996 : 162)

Menurut Suyuti Pulungan (1999: 23) Dalam literatur Islam, konsep 

kenegaraan dikenal dengan istilah siyasah. Kata siyasah menurut bahasa mengandung 

beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan adalah 

siyasah.

Lebih lanjut A. Dzajuli (2003: 42) sedangkan menurut istilah sebagaimana 

dikemukakan oleh Ibnu Aqil, mengutip perkataan Ibnu Al-Qayyim, siyasah adalah 

segala perbuatan yang rnembawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih 

jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah 

SWT tidak menentukannya

Berkenaan dengan luasnya objek kajian, maka dalam proses 

perkembangannya, fiqh siyasah dibedakan ke dalam beberapa bidang, salah satunya 

adalah siyasah dusturiyah. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pcmimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena terlalu
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luas, maka di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari 

segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya. (A. Dzajuli, 2003: 72)

Begitupun halnya dengan PP No. 6/2005 yang mcngatur masalah pemilihan, 

pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan VVakil Kepala 

Daerah diharapkan dapat menjadi tuntunan yang paripurna dalam menjalankan 

kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pada umumnya terutama bagi 

umat Islam sebagai umat mayoritas. Untuk itu, setiap peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah perlu dicari formulasinya, agar sedapat mungkin relevan dengan ajaran 

Islam.

Salah satu karakteristik ajaran Islam yang dikemukakan oleh (Abdul Karim 

Zaidan (2003 : 3) adalah kesyumullyuhannya (komprehcnsitasnya). Yang dimaksud 

dengan asyumuliyatul Islam (komprehen-sitas Islam) adalah tidak ada satu 

kejadian/kasus apapun muncul dalam kehidupan ini kecuali terdapat ketentuan 

hukumnya dalam syariat Islam; baik hukumnya wajib, mandub, haram, makruh, 

mubah, shahih, bathil, azimah, ataupun rukhshah.

Pada periode awal sejarah Islam, kepemimpinan umat Islam mengalami 

kemajuan yang luar biasa, kemajuan ini mencapai titik kulminasinya pada zaman 

pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin\ kepemimpinan mereka menjadi rujukan ideal 

dalam kepemimpinan umat. Keberhasilan mereka tidak terlepas dari prinsip-prinsip



yang mereka tegakkan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip ketatanegaraan 

yang bersumber dari Islam, yakni kebebasan keadilan (oW), persamaan

(“j^O^musyawarah (^j^i), kontroling auto kritik atau introspeksi ■&!>)

j\ (Juhaya S. Praja, 1995: 85).

PILKADA merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada zaman sekarang 

sebagai suatu proses untuk memilih, mencari dan menetapkan seseorang untuk 

dijadikan pemimpin di daerah tersebut. Makna hakiki kepemimpinan dalam Islam 

adalah untuk mewujudkan khilafah di muka bumi demi terwujudnya kehidupan 

berdasarkan rarnbu-rarnbu syariat.

Masalah kepemimpinan masuk ke dalam ruang lingkup fiqh siyasah 

dusturiyah yang mencakup bidang kehidupan sangat luas dan kompleks. Sekalipun 

demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut : persoalan 

imamah, hak dan kewajibannya; Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; 

Persoalan bai'af, Persoalan waliyul ahdi\ Persoalan perwakilan; Persoalan ahlul halli 

wal aqdi; Persoalan wuzarah dan perbandingannya (A. Dzajuli, 2003 : 74).

Salah satu istilah penyebutan bagi seorang pemimpin dalam Islam adalah 

imamah atau khalifah. Menurut Al-Mawardi, pengertian imamah sebagaimana 

tercantum dalam kitabnya al-Ahkam as-Sulthaniyah adalah:

. / -j > >
i>yyi I J Ap
/ / / /

"Suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas 
kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan manusia"(al- 
Mawardi:5)

UjJl j>
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i'viasin menurui ai-iviawarui persyaraian seorang pemimmpm mi harus 

meiipuii:

i. Adii daiam arii yang iuas
i. i'unya limu umuk meiakukan ljiinad di daiam menghadapi persoaian- 

persoaian dan Kukum
3. Senai pendengaran, maia, dan iisannya, supaya bisa iangsung berurusan 

dengan ranggung jawabnya
4. Sehat badan, seiiingga tidak terhaiang untuk bergerak dan meiangkah cepat
3. Pandai daiam mengenuaiikan urusan rakyat dan kemasia’natan imim
6. Berani dan tegas mem'beia rakyat dan menghadapi musuh
7. Harus berketurunan Quraisy.

Lain hainya dengan beberapa pendapat ahii fiqh siyasah iainya, sebagaimana

dikutip oleh Prof. Dr. M. Yusuf Mus. MA (1991: 59), seperti ibnu Hazm beliau

menyebutkan 5 (lima) persyaratan yang meiiputi:

1. Dari kaiangan Quraisy, karena Rasuiuiiah Saw. Ivlengabarkan, bahwa 
pemegang imamah dan kaiangan mereka

2. Baiigh, karena Rasuiuiiah Saw bersabda : "Pena dianggkat aari tiga goiongan, 
iaiu baiiu menyebutkan: "anak-anak sampai m dewasa dan orang giia sampai 
iu n emau h

5. Laki-iaki, karena rasuiuiiah Saw bersabda: a dak akan beruntung suaiu kaun 
yang menyerahkan urusan mereka kepacia seorang perempuan

4. Muslim, karena Aiiait Swt. Berfirman "Aiiah lidak akan memberikun jaian 
kepada orang kafir untuk (menguasai) kaum mukmin". (dn-Nisaa: 14i). 
Seuarigkan k’rniaiah merupakan sarana lerpenung.

5. Paiing menonjoi didaiam masyarakatnya, mengeiahui hukum-hukum agama, 
seeara keseiurunan takwa kepada Aiiah Swt, tidak dikenai berbuat fasik, 
beruasar ilraian Allaii "beriuiung-iviungiah kaimi daiam kebajikan dan takwa 
dan jangan bertoiong-toiongan daiam ciosa dan permusuhan ”

i eraknir menurui tonu Rhaidun menyebutkan a (lima ) syarat yang meiiputi:

1. limu
2. Adii
3. Kemampuan
4. Senai bauan uan menial sehmgga bisa berpiku uan beriindak dengan baik
5. Berketurunan quraisy (masin diperseiisiitkan)



Di daiam sejarah Islam diketahui bahwa gciar khalifah banyak digunakan 

daripada imam kecuali dikaiangan orang-orang Syi'ah. Abu Bakar disebut khalifah, 

demikian puia Umar, Utsman dan All. Baiikan gelar khalifah ini digunakan pula di

kalangan Bani Umayyah dan Abasiyyah. (Suyuti Pulungan, 1999 : 89). 

Rasulullah saw bersabda :

»> '
r4- ^ \p t ^

"Tidak halul bagi iiga orang yang berada dipadang pasir dan bagian burnt 
ini (daiam rangka bepergian), kecuaii hendaklah mereka menjadikan salah 
satu sebagai pemimpin dikaiangan mereka" (A. Djazuli: 10).

Dari Hadist di atas mengisyaratkan pentingnya mengangkat kepemimpinan 

untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat daiam kehidupan 

sosial dan setiap jabatan politik pada liakekatnya berupa amanat (trust) dari

masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Untuk mengangkat pemimpin yang dapat menggantikan kedudukan atau 

jabatan tugas kenabian di daiam memelihara agama dan mengatur dunia tentunya 

tidak mudah mencari figur itu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

memilih pemimpin yang seideal mungkin.

Adapun PKS sebagai partai yang berazaskan Islam menambahkan persyaratan 

lain di luar UU No. 32 tahun 2004, sebagaimana tertuang daiam Buku Pedoman 

Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.
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F. Langkah-Iangkah Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, ditentukan langkah-langkah sebagai 

berikut:

1. Penentuan Mctode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif dan akurat, dalam 

penulisan skripsi ini, penulis menggunakan nietode deskriptif. Teknik deskriptif 

diantaranya menganalisa terhadap Bab 111 pasal 2 dan3 dari buku Pedoman Pemilihan 

Langsung Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dikcluarkan oleh PKS, 

teknik survey yaitu mencari informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti 

dan teknik yuridis deskriftif yaitu penelitian untuk memahami objek yang diteliti 

dengan cara rnenggambarkan permasalahan secara teratur dihubungkan dengan data 

(pcraturan perundang-undangan) yang bcrlaku.

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer (pokok) dan data 

sekunder (pendukung). Adapun sumber data yang bersifat primer, yaitu bab III pasal 

2 dan 3 yang terdapat dalam Pedornan Pemilihan Langsung Kepada Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota yang dikcluarkan oleh PKS, scrta buku-buku siyasah, sedangkan 

sumber data sekundernya adalah pasal 58, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah atau PP No. 6/2005, dan diambil dari buku-buku yang ada 

relevansinya dengan masalah yang diteliti.
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2. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada sumber data di atas, maka tehnik pengumpulan data yang 

penulis iakukan adalah dengan cara :

a. Dokumentasi, dalam menggunakan teknik ini penulis meneliti buku-buku, 

dokumen-dokumen dsb.

b. Wawancara, kegiatan ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang 

diajukan kepada nara sumber yaitu H. Antang sekertaris II DPP PKS dan 

H. Muhammad Taufik Ridha. Lc, Dipl Ec ketua umum DPW PKS Jawa 

Barat

c. Studi pustaka, yaitu untuk mendapatkan berbagai teori yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

3. Penentuan Jenis Data

Jems data yang dikumpulkan dalam pcnulisan ini adalah kualitatif, yakm 

penjelasan mengenai landasan syarat-syarat pemilihan bakal calon Kepala Daerah 

yang tertuang dalam pasal 58 UU No. 32 da PP No.6 tahun 2005 dan Pedoman 

Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota PKS Bab III pasal 1,2 

dan 3, serta konscpsi Siyasah dusturiyah mengenai syarat kcpemimpinan

4. Analisis Data

Adapun analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan:

a. Menelaah seluruh data yang telah ada.

b. Mengklasifikasikan data-data yang tcrkumpu! sesuai dengan pcrumusan

masalah.



Menarik kesimpuian akinr dari peneliiian tentang Pedoman Pemilihan 

Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota PKS Bab III pasal 1,2 

dan 3, serta relevansinya dengan Siyasah dusturiyah mengenai syarat

kepemimpinan.


